ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJK VERKLRAAD) PERKARA GUGATAN CERAI DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2020

Qi

SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH:

VICKY DEDE ARIDHA
18103050005

PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022



ABSTRAK

Niet Ontvankelijk Verklaard merupakan sebuah gugatan yang didalamnya
mengandung sebuah cacat formil sehingga diputus degan amar tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard). Gugatan dapat mengandung cacat formil
disebabkan karena, gugatannya tidak berdasarkan hukum, gugatan tidak memiliki
kepentingan hukum, gugatan eror in persona, gugatan melanggar kompetisi
kewenangan, gugatan kabur (Obscuur Libel), gugatan Nebis in idem, gugatan yang
diajukan masih prematur, dan gugatan yang diajukan daluwarsa. Apabila sebuah
gugatan mengandung salah satu cacat formil tersebut maka gugatan dinyatakan
dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
Apabila dalam pemeriksaan syarat formil ditemukan sebuah pada gugatannya maka
pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan, dan dijatuhkan
putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Jenis penelitian yang digunakam merupakan penelian literer atau studi
kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif,
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan beberapa bahan hukum. Sumber
data primer penelitian ini berasal dari putusan Pengadilan Agama Sleman tahun
2020, Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Putusan Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn. Sifat penelitian berupa deskirptif analisis. Sumber data
dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah gugatan yang tidak dapat diterima pada
perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan perkara Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn, kedua gugatan cerai yang dinyatakan dalam putusan
dengan amar tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena didalam
gugatannya mengandung cacat formil berupa gugatan kabur/ tidak jelas. Gugatan
kabur/tidak jelas disebabkan karena kesalahan pada alamat tempat tinggal Tergugat
tidak sinkron, sehingga gugatannya dianggap kabur/tidak jelas sehingga diputus
dengam amar tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Kata kunci: Gugatan,, Kabur/tidak jelas, Putusan, Tidak dapat diterima.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berumah tangga sangat sulit untuk menghindari tidak terjadi sebuah
percekcokan, baik percekcokan yang dapat ditangani dan memilih untuk
berdamai bahkan tak jarang percekcokan yang dapat menyebabkan sebuah
perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan semua permasalahan.?
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.?

Dalam hukum Islam peceraian adalah sesuatu yang halal hukumnya
akan tetapi hal yang dilarang oleh Allah. Pada hakikatnya perceraian adalah
sebuah pemutus ikatan perkawinan dimana ketika hubungan antara suami dan
istri tidak lagi ditemui sebuah keharmonisan dalam mengaruhi bahtera rumah
tangga.® Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan sendiri tidak diatur

secara tegas

! Muhammad Suhaimi, Rozihan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 ”.Jurnal Universitas Sultan Agung (2020).

2 Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
3 Agnes Gusmartasia “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat

Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA(Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)”
Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat ,2020. Hal, 3



mengenai perceraian, pada dasarnya perceraian adalah satu sebab putusnya
perkawinan dan berakhirnya sebuah ikatan sebagai suami istri.

Terdapat dua macam peceraian yang tercantum didalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat
adalah dimana sebuah perkawinan putus karena istri mengajukan sebuah
gugatan ke pengadilan. Sedangkan cerai talak adalah putusnya pekawinan
karena suami mengajukan gugatan ke Pengadilan.* Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 115 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama merupakan tempat
pengajuan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Peradilan Agama
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-
orang yang beragama Islam®. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal
25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan
kehakiman yang berbunyi “ Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

4 | Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk, “Gugatan Tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bandung ”. Jurnal Konstitusi
Hukum. Vol 1. Nomor 2 (2020)

5> Aselinda Zaskia Latifa “Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang
Berada Di Wilayah Pengadilan Agama Tinggi Bandung. Skripsi Fakultas Syariah , UIN Sunan
Gunung Djati Bandaung. 2018)



perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan”.®

Perkara perceraian diselesaikan dengan ketentuan yang telah berlaku di
Pengadilan Agama mulai dari pendaftaran perkara hingga proses pemeriksaan
perkara dipersidangan. Tidak semua perkara perceraian yang diajukan ke
Pengadilan Agama dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, tergantung pada
saat pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan, terdapat beberapa hasil
pemeriksaan oleh hakim yang berbeda, inilah yang kemudian menjadi
beberapa jenis putusan, terdapat putusan yang ditinjau berdasarkan isinya
diantaranya adalah, Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) atau tidak dapat
diterima gugatannya, Gugatan yang dikabulkan, Gugatan digugurkan, Gugatan
didamaikan, Gugatan dibatalkan, Gugatan ditolak. Gugatan dapat dikabulkan
apabila penggugat dapat membutikan seluruh dalil gugatanya, dan pada saat
pemeriksaan Penggugat telah memenuhi syarat formil yang telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Tidak semua gugatan dapat dikabulkan oleh hakim,
ada beberapa gugatan cerai yang tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk
Verklaard (N.O).

Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) berati gugatan yang tidak dapat
diterima gugatannya, dikarenakan gugatannya mengandung cacat formil atau
karena karena adanya alasan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum seperti:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum.

& Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



3. Gugatan Kabur (obscuur libel)

4. Gugatan yang diajukan masih prematur.

5. Gugatan Nebis Idem.

6. Gugatan Error in Persona.

7. Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).

8. Pengadilan tidak berwenang mengadili, baik secara relatif maupun

absolute.

Masyarakat Kabupaten Sleman yang beragama Islam yang akan bercerai
akan datang ke Pengadilan Agama Sleman, dengan membawa berkas perkara cerai
yang ingin diajukan kemudian dilanjutkan dengan sesuasi prosedur yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman . Akan tetapi dari sekian banyak
perkara perceraian yang diajukan oleh masyarkat ke Pengadilan Agama Sleman
Kelas 1A dapat dikabulkan, namun terdapat beberapa perkara yang diajukan ke
Pengadilan Agama Sleman yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaad).

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan perkara
perceraian sebanyak 1778 perkara, yang terdiri dari 1.343 cerai gugat dan 435 cerai
talak, terdapat 4 (empat) gugatan atas perkara cerai yang tidak dapat diterima, yakni
terdapat 2 (dua) perkara cerai gugat yang dinyatakan dalam putusan dengan amar
gugatan tidak dapat diterima yaitu pada putusan 823/Pdt.G/2020/Pa.Smn dan
putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dan dan terdapat 2 (dua) perkara cerai
talak yang dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima yaitu pada putusan nomor

1682/Pdt.G/2019/PA.Smn dan putusan Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Smn. Pada



penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada perkara cerai gugat, yang
dinyatakan dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima, atau pada putusan
Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn.
Perkara pada putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn Perkara Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn (cerai gugat), dinyatakan dalam putusan dengan amar
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena tempat tinggal Kediaman
Tergugat kabur/Tidak jelas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat a quo
adalah kabur. Pada putusan Perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan hukumya
adalah, karena Tergugat sejak 2015 tidak lagi tinggal ditempat sebagaimana dalam
surat gugatan pada bagian identitas, yaitu di Dusun Karangploao RT 003, RW 060,
Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sehingga terjadi
ketidaksingkronan atau adanya perbedaan tentang tempat kediaman Tergugat, maka
dengan demikian gugatan Penggugat dianggap cacat formil, sehingga harus
dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan Agama di Daerah
Istimewa yang paling banyak memutus perkara cerai gugat pada tahun 2020,
diantara 4 (empat) Pengadilan Agama Lain di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama

Wates dan Pengadilan Agama Wonosari).



Table 1
Gugatan Yang Diputus Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Tahun 2020

Diwilayah Yurisdiksi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengadilan perkara Cerali Gugatan Cerai yang diputus
No Agama gugat yag diputus | Niet Ontvankelijk Verklaard)
1. PA Sleman 1.343 2
2. PA Bantul 938 0
3. | PAYogyakarta 507 1
4, PA Wates 439 1
5. | PA Wonosari 1.018 0

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama di Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Sleman merupakan
Pengadilan yang paling banyak memutus perkara cerai gugat pada tahun 2020 di
wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu Pengadilan Agama Sleman
merupakan pengadilan yang paling banyak menjatuhkan putusan dengan amar
gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) di antara Pengadilan

Agama lainnya yang berada di wilayah hukum Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Berdasarkan pemaparan mengenai perkara gugatan cerai yang dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) di Pengadilan Agama Sleman,
Penulis untuk tertarik mengkaji apa yang menjadi alasan gugatan cerai yang

diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan atau apa penyebab gugatan



dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) serta apa yang
menjadi pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan dengan amar tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Utntuk mengkaji dan melakukan
penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK
VERKLRAAD) PERKARA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN PADA TAHUN 2020”) . Dan yang menjadi objek penelitian yang akan
dilakukan ini adalah putusan perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn yang mana kedua putusan tersebut adalah putusan yang
amar putusannya menyatakan gugatan cerai yang diajukan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah tempat tinggal yang tidak jelas dan tempat tinggal tidak sesuai
dengan identitas tempat tinggal dalam gugatan dapat dijadikan hakim
sebagai alasan untuk gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard)?

2. Apa yang Menjadi dasar pertimbagan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sleman sehingga gugatan tersebut tidak diterima?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian dan penelitian ini adalah sebagai
berikut: di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

1. Untuk mengetahui mengapa alamat tidak jelas dan alamat yang tidak sesuai
dengan identitas tempat tinggal dalam sebuah gugatan dijadikan alasan
hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sehingga perkara itu tidak dapat

diterima.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis
berharap penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan
kepada banyak pihak mengenai alasan Majelis Hakim tidak menerima
gugatan cerai dan dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara
cerai sehingga menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard). Serta diharapkan penelitian ini nantinya dapat
dijadikan sebagai bahan acuan, dan sumber referensi peneliti selanjutnya
yang mengkaji tema yang serupa, tentang gugatan dan putusan di Pengadilan

Agama.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penjelasan tentang sesuatu
yang berkaitan dengan apa yang menjadi alasan atau sebab mengapa gugatan
tidak dapat diterima. sehingga kedepannya pihak yang ingin mengajukan
gugatan dapat menyiapkan dengan sungguh-sungguh dan ketentuan yang

berlaku sehingga tidak lagi ada gugatan yang tidak dapat diterima.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah gambaran yang didapatkan yang
sebelumnya pernah diteliti. Berdasarkan penelitian pustaka yang penyusun
lakukan terdapat beberapa kajian yang relevan tentang gugatan dalam suatu
perkara  yang dinyatakan dalam putusan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard), adalah sebagai berikut:

Karya yang membahas tentang putusan tidak dapat diterima telah
kebanyakan menggunakan pendekatan normatif seperti, skripsi karya
Supriansyah’, artikel yang disusun oleh Rai Mantili dan Samantha Aulia

Lubis?, skripsi yang disusun oleh Hannum Anindya Asri®, artikel yang disusun

7 Supriansah, “Analisis Bentuk Perkara Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Di Pengadilan
Agama Pekanbaru”. ( Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2020).

8 Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap
Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik”
Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 3 Nomor 1 (2017).

® Hannum Anindya Astry, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Niet Ontvankelijk Verklaard
Dalam Perkara Sengketa Sebidang Tanah Sawah (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/Pn.Bbs).
(Skripsi,Fakultas Universitas Pancasakti Tegal, 2019).
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| Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati'®, skripsi
yang disusun oleh Harmensyah Syamsul®!, Abdulloh Mahruz Zain2.
Kemudian terdapat beberapa karya yang dilakukan dengan menggunakan
pendekatan Yuridis Normatif seperti, skripsi yang disusun oleh Ray Andre
Lambok Petrus Lumbanraja®3, Skirpsi Yang disusun oleh Adhitya Rizky Dwi
Yandha'*, Skripsi Disusun Oleh Franky Dwi Damai'®, Artikel yang disusun

oleh Khairan Nisa Mendrofa, Berkat Kristian Telaumbanua, dan Suhaila

10 T Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati “Gugatan Tidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugata n Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Badung. Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2 (2020).

11 Harmensyah Syamsul, “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijk Verkkaard)
Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanag (Studi Kasus Putusan
NO./206/PDT/2015/PT.PBR) ”.(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,2019).

12 Abdulloh Mahruz Zain, “Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA. Kab.Mlg)” Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

13 Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja “ Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel” ( Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019)

14 Adhitya Rizky Dwi Yandha “Analisis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal gugatan
Konpensi Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/
Pdt.G/2018 /Pn Kdi)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020).

15 Franky Dwi Damai, “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Tidak Dapat Diterima “Niet
Ontvankelijke ~ Velklaard”Ter  hadap  Sengketa  Kepemilikan — Tanah  (Studi  Putusan
Nomor.187/Pdt.G/2019/Pn Sgr)”.  (Skripsi ~ Fakultas Hukum dan llmu Sosial Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020)
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Zulkifli*®,  Artikel Oleh Suhendar'’, Skirpsi yang disusun Oleh Irham

Afriansyah Nasution®®,

Dari penelitian yang telah ada sebelumnya, dengan penelitian yang
dilakukan saat ini adalah banyak persamaan dengan penelitian yang dilakukan
Oleh Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja pada tahun 2019 yang berjudul
“Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard) Dalam Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel).’® Ray Andre
Lambok Petrus Lumbanraja dalam penelitiannya menggunakan pendekatan
Yuridis Normatif, jenis penelitian merupakan studi kepustakaan. Dengan

teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.

Pada penelitian yang dilakukan Oleh Ray Andre Lambok Lumbanraja
telah mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel,

®Khairan Nisa Mendrofa, Berkat Kristian Telaumbanua, Suhaila Zulkifli, “Tinjauan
Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan
Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)”. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al- HikmahVol. 2 No.2,
(2021)

17" Suhendar, Putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perbuatan
Wanprestasi” Jurnal Yustisia Volume 5 Nomer 2 (2019).

18 Irham Afriansyah Nasution “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat
Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.)” (Skripsi
Fakultas Hukum mahasiswa Universitas Medan Area Medan, 2019).

19 Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja “ Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel” ( Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019)
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Mengenai Perkara perbuatan melanggar hukum dinyatakan tidak dapat
diterima, dan mengkaji tentang akibat hukum dan upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh pihak Penggugat terhadap putusan mengenai pekara melanggar
hukum yang tidak dapat diterima. Pada penelitian Ray Andre Lambok
Lumbanraja menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pembuktian.
Kemudian hasil penelitiannya adalah Hakim menerima eksepsi yang diberikan
Tergugat sehingga menghasilkan putusan tidak dapat diterima, kemudian
akibat hukum adalah objek sengketa dan para pihak kembali ke dalam keadaan
semula. Kemudian upaya hukum yang didapat Penggugat yaitu mengajukan

gugatan baru maupun mengajukan banding.

Pada Penelitian yang dilakukan saat ini terdapat perbedaan pada fokus
kajian yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan menganilis perkara di
Pengadilan Agama, yaitu tentang perkara gugat cerai. Dan penelitian yang
dilakukan akan membahas tentang sebab-sebab, atau cacat formil yang
terkandung dalam gugatan cerai yang diajukan sehingga hakim memutuskan
gugatan tidak dapat diterima. sedangkan pada penelitian sebelumnya
menganalisis perkara di Pengadilan Negeri, yaitu pada perkara perbuatan
melanggar hukum. Kemudian pada penelitian sebelumnya kebanyakan hanya
membahas pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima,
akibat hukum, dan upaya hukum terhadap gugatan yang tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard). Sedangkan pada penelitian yang akan

dilakukan akan dibahas tentang alasan gugatan tidak dapat diterima.
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F. Kerangka Teori
1. Teori Dalam Membuat Gugatan Perdata

Gugatan bahasa berasal kata “gugat” yang berarti “menuntut” yang
memiliki arti bahwa tuntutan yang diajukan harus dipenuhi. Gugatan
merupakan sebuah tuntutan atau permohonan yang diajukan seseorang
kepada ketua Pengadilan yang memiliki wewenang atas tuntutan dan
diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan yang diajukan
pada dasarnya ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan
Penggugat.

Gugatan dapat dikatakan baik dan benar apabila disusun oleh
seseorang yang memahami tentang hukum formil dan hukum materil.
Penguasan hukum formil sangat berguna dalam penyusunan sebuah
gugatan, karena menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi
Pengadilan, misalnya kepada Pengadilan mana seharusnya gugatn diajukan,
kemudian bagaimana cara mengajukan gugatan rekonvensi, intervensi,
eksekusi dan sebagainya. Selain itu, hukum formil mempunyai tujuan untuk
menegakkan hukum materil pada saat persidangan, yang mana sangat
bepengaruh terhadap gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak. Hukum
materil tidak hanya menyangkut kepada hal-hal yang berhubungan dengan
peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dengan doktrin, teori hukum,
dan kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai suatu hukum yang harus
dipatuhi. Hukum materil dalam lingkunagn Peradilan Agama adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan



14

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik dalam kitab figh maupun
dalam kitab hukum lainya. %

Dalam membuat gugatan tidak diatur secara tegas dan rinci
bagaimana seharusnya gugatan disusun, oleh karena itu seseorang atau yang
disebut dengan penggugat yang dapat menyusun atau membuat gugatannya,
asalkan cukup menerangkan peristiwa materil yang menjadi dasar
gugatannya. Dalam praktik peradilan dimana orang, advokat dan pengacara
dalam membuat gugatannya menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) Rv
yang mana gugatannya harus dibuat secara sistematis dan unsur-unsur
didalamnya meliputi identitas para pihak, dalil-dalil tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan dasar dari sebuah gugatan, serta petitum
atau apa yang diinginkan dalam gugatan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) teori dalam menyusun
gugatan yang diajukan kepadam Pengadilan yaitu:%

1. Substantiering theorie, yang menyatakan bahwa gugatan selain harus
menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya dan
harus menyebutkan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan

apa yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

20 Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”
(Jakarta: Prenada Media Group, Cet Ke-4, 2006) Him 23-24

21 Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”
(Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) HIm 17
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2. Individualiserings theorie, teori yang menyatakan bahwa dalam
gugatan cukup menyebutkan peristiwa atau kejadian yang menunjukan
adanya hubungan hukum yang mendasari gugatan, tanpa harus
menyebutkan fakta yang menjadi sebab timbulnya kejadian tersebut,
karena dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan bukti-
bukti.

Menurut sistem yang dianut oleh B.Rv beracara, gugatan harus
dilaksanakan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara, oleh
karena itu surat gugatan dibuat dengan lengkap, sistematis dan yuridis
sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori substanstiering theori,
sedangkan dalam HIR dan R.Bg beracara dalam sidang di Peradilan tidak
harus menggunakan gugatan tertulis, dalam artian gugatan dapat berupa
gugatan tertulis dan gugatan lisan dan tidak harus diwakilkan oleh
pengacara atau advokat. Gugatan yang diajukan ke muka Pengadilan tidak
memiliki format dan redaksi khusus yang mana gugatan diajukan sesuai
dengan kondisi perkara yang diajukan ke Pengadilan. Berhubungan dengan
Hukum Acara Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia saat ini adalah
sitem HIR dan R.Bg maka dari itu gugatan dapat dirumuskan dengan bebas
oleh penggugat baik gugatan tulisan maupun gugatan lisan, yang mana
dalam merumuskan gugatannya harus mencakup fakta-fakta, kejadian
materil yang menjadi dasar gugatan. Apabila terjadi ketidakjelasan pada

gugatan maka ketua pengadilan dapat memberi pentunjuk kepada
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Penggugat agar memperbaiki gugatanya, sebagaimana yang tercantum Pasal
119 HIR dan Pasal 143 R.Bg. ??

Menurut pasal 1 dan pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum
Acara Perdata menjelaskan bahwa gugatan adalah sebuah tuntutan yang
diajukan kepada ketua Pengadilan yang mana dalam tuntutan yang diajukan
mengandung sengketa didalamnya. Dengan kata lain gugatan adalah suatu
permintaan yang diajukan sesorang atau badan hukum yang diajukan
kepada Pengdilan yang didalam nya berisi tuntutan yang ditujukan kepada
orang atau badan hukum lain dengan tujuan agar orang atau badan lain itu
memenuhi permintaanya terhadap suatu sengketa. %

Dalam sebuah gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa yang
mana kedua pihak tersebut disebut dengan Penggugat dan Tergugat.
Penggugat adalah orang atau badan hukum yang mengajukan gugatan atau
tuntutanya kepada orang atau badan hukum lain, yang disebut dengan
Tergugat. Tergugat adalah orang atau badan Hukum yang dituntut oleh
Penggugat karena dianggap telah merugikan Penggugat. Pengajuan gugatan
oleh Penggugat karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat atas
hak dan kepentingan.

Dalam sebuah gugatan tentu saja terdapat pihak yang bersengketa

yang mana dua pihak disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Terdapat

22 Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”
(Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) HIm 17-18.

2 Syamir Syukur “Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia”. (Surabaya: Jaudar
Press,2017) him. 145-146.
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dua jenis gugatan yang dibenarkan dalam Undang-undang dalam bentuk
tulisan yang mana tertera pada pasal 118 HIR (Herziene Indlanch
Relegment/Pasal 142 RBG (Rechtreglement Voor de Biutengewesten)?*,
pengajuan gugatan juga dapat dilakukan dalam bentuk lisan yang tercantum
dalam pasal 120 HIR (Herziene Indlanch Relegment) yang mana hakim
(ketua pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan yang disampaikan
penggugat yang buta huruf secara lisan yang kemudian uraian lisan tersebut
dicatat dan disusun dalam gugatan atau permohonan. 2°

Penggugat menyusun dan mengajukan gugatanya kepada
Pengadilan yang kemudian gugatan tersebut dijadikan sebagai dasar atau
acuan dalam pemeriksaan. Kemudian setelah Majelis Hakim
bermusyawarah maka tahap selanjutnya adalah pembacaan hasil akhir atas
penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat, yang mana putusan
tersebut dibacakan oleh ketua Majelis Hakim .

Sebagaimana telah disebutkan bahwa gugatan dapat berupa tertulis
dan gugatan lisan. Dalam gugatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal
118 HIR dan pasal 142 Rbg gugatan harus diajukan secara tetulis dan
diajukan kepada ketua Pengadilan yang berwenang mengadili, kemudian
gugatan tertulis dalam surat gugatan harus disertai tanda tangan Penggugat

atau para Penggugat, namun apabila surat gugatan dilimpahkah kepada

24 Pasal 188 HIR (Herziene Indlanch Relegment) /Pasal 142 RBG (Rechtreglement Voor
de Biutengewesten)

%5 Pasal 120 HIR (Herziene Indlanch Relegment).
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kuasa hukum maka surat gugatanya ditandatangai oleh kuasa hukumnya
seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 R.Bg.?®
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa gugatan tidak memiliki
format ataupun redaksi khusus akan tetapi dalam gugatan hendaknya
memiliki unsur-unsur pokok yang harus termuat dalam sebuah gugatan
sebagai berikut:?’

1. ldentitas para pihak yang meliputi, Nama beserta Bin/Binti dan alias,
umur, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.

2. Petendi (posita) merupakan penjelasan tentang peristiwa dan
penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai
dasar diajukan gugatan tersebut.

3. Petitum (tuntutan) ialah apa yang diharapkan atau diminta atas gugatan
yang diajukan ke Pengadilan, yang kemudian akan dijawab dalam amar
putusan. Petitum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: 1).
Tuntutan pokok (primer) atau tuntutan utama yang diminta oleh
penggugat, 2). Tuntutan tambahan yang merupakan tambahan atas
tuntutan pokok.

Agar suatu gugatan dapat diterima dan dapat dikabulkan, maka

pengajuan gugatan kepada Pengadilan yang memiliki wewenang untuk

26, Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”
(Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, Cet Ke-1, 2000) HIm 18-22.

27 Ahmad Mujahidin, “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syari’ah di Indonesia” .(Jakart Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI Cet Ke-1,2008)
Him. 97
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mengadili baik secara relatif maupun absolut. Jika gugatan diajukan kepada
pengadilan yang tidak memiliki wewenang mengadili baik secara relatif dan
absolut maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut:?

a. Ada atau tidaknya eksepsi dari pihak lawan. Apabila adanya eksepsi
hakim akan memutus yang sekaligus sebagai putusan akhir dengan
amar:

1. Mengabulkan ekspesi Tergugat.

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau;

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak
berwenang mengadili.(misalnya Pengadilan Sleman tidak
berwenang mengadili)

Namun jika pihak lawan tidak mengajukan ekspesi relatif, maka hakim
akan tetap melakukan pemeriksaan perkara, dan menganggap tidak
adanya eskepsi relatif sehingga dianggap pihak lawan rela perkaranya
diadili oleh Pengadilan yang tidak memilki wewenang secara relatif.
Akan tetapi terkhusus dalam perkara perceraian apabila hakim secara
faktuil mengetahui bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak memilki
wewenang secara relatif, maka secara ex officio dapat menyatakan
bahwa Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili,
walaupun tidak adanya pengajuan eksepsi oleh pihak lawan, hal ini

demi melindungi hak perempuan, yang mana pada kepentingan ini

28 Sarmin Syukur “Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia”. (Surabaya:Jaudar Press,
Cet ke-1, 2017) him. 173-175



20

tertera dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang
menentukan bahwa gugatan/permohonan diajukan oleh suami atau istri
atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tepat
tinggal Tergugat®®, yang kemudian diubah oleh Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang mana gugatan perceraian yang
diajukan oleh pihak istri maka gugatan diajukan kepada pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali
penggugat pergi dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama
tanpa izin Tergugat®°

b. Ada atau tidaknya eskepsi absolut oleh pihak lawan. Apabila pihak
lawan mengajukan ekspesi absolute maka akan dijatuhkan putusan sela
yang juga sekaligus putusan akhir dengan amar:

1. Mengabulkan ekspesi Tergugat.

2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

diterima.

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berhak mengadili.
Apabila adanya penolakan terhadap eksepsi absolut, maka akan
dijatuhkan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tergugat dan
memerintahkan agar kedua pihak melanjutkan perkaranya. Apabila
tidak adanya eksepsi absolute yang diajukan oleh lawan, dan hakim

mengetahui bahwa perkara yang diajukan bukanlah kewenangan

29 Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

30 Pasal 73 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
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Pengadilan Agama, maka harus menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang.
2. Teori Putusan
Pengertian putusan menurut bahasa adalah “al-qodho” (keputusan), menurut
asalnya al-godlo diartikan sebagai menyempurnakan sesuatu, menetapkan
hukumnya, menyelesaikan dan menuntaskannya. Pengertian menurut istilah
“syara” adalah memisahkan sengketa dalam suatu gugatan dan memutuskan
sebuah pertentangan.®! Putusan secara bahasa disebut juga dengan vonnis
(Belanda), vonis memiliki arti putusan yang belum memiliki kekuatan yang
pasti.

Putusan adalah sebuah produk Pengadilan Agama yang merupakan
hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat, yang
mana dalam gugatan yang diajukan terdapat dua belah pihak yang berlawan
atau bersengketa yang disebut Penggugat dan Tergugat. Produk seperti ini
dapat dikatakan produk Peradilan yang sesungguhnya atau jurisdictio
cententiosa.®? Sedangkan definisi putusan dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 pasal 10 “Putusan adalah suatu keputusan Pengadilan atas

perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

31 Ahmad Mujahidin, “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syari’ah di Indonesia” (Jakarta Pusat: lkatan Hakim Indonesia, Cet ke-1,,
2008)him.338-339.

32 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: PT Rajawali Press, Cet ke-
2,1994) him. 199
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Putusan merupakan hasil akhir diperiksanya suatu perkara dalam
gugatan dan dinyatakan oleh Hakim dalam bentuk tulisan dan kemudian
putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sebuah sidang terbuka untuk
umum sebagai sebuah produk Pengadilan (Agama).®® Apabila Hakim telah
memeriksa pekara yang diajukan maka ia harus menyusun putusan dengan
baik dan benar melalui pertimbangan hakim yang dilakukan secara
bersungguh-sungguh, kemudian putusan tersebut diucapkan dalam sebuah
persidangan. Penyusunan putusan Hakim dilakukan ketika seluruh
pemeriksaan telah selesai. Putusan juga disebut dengan kesimpulan atas
pemeriksaan suatu perkara karena adanya sebuah gugatan.
Dalam sebuah putusan tentu saja termuat bagian-bagian didalam
putusan tersebut, berikut adalah bagian-bagian dari isi putusan Pengadilan:®*
a. Kepala putusan pada bagian ini terdapat Nomor Putusan, Kalimat
“Bismillahirrahmanirrahim "dan  kalimat “Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” , kemudian nama Pengadilan yang memutus
perkara.

b. Bagian identitas para pihak, Pada bagian identitas para pihak pada
dasarnya harus meliputi, Nama lengkap, usia, agama, alamat, nama

pengacara (jika ada). Kemudian disebutkan dengan jelas kedudukan para

2005)

33 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. (Jakaarta:Kencana,

3 Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”

(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Cet Ke-1, 2000) HIm 174-176.
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pihak  dalam perkara tersebut sebagi  Penggugat/Pemohon,
Tergugat/Termohon.

. Bagian duduk Perkara, menjelaskan tentang fakta-fakta peristiwa hukum
yang terjadi.

. Bagian pertimbangan yakni pertimbangan dalam putusan atau sering
disebut dengan konsederan, pada bagian ini merupakan dasar dari sebuah
putusan, adapun pertimbangan dalam sebuah putusan dibagi menjadi dua
bagian:*®

1. Pertimbangan mengenai duduk perkaranya memuat hal-hal seperti
gugatan dan jawaban, replik dan duplik pada saat persidangan, yang
dimuat secara ringkas dan jelas, alat-alat bukti yang diajukan pada saat
persidangan dilangsungkan, kesimpulan yang bersumber dari masing-
masing pihak.

2. Pertimbagan Hukum, terdapat beberapa hal penting yang harus
termuat pada bagian ini diantaranya adalah hal-hal yang tidak
disangkal dan diakui oleh para pihak, apa yang menjadi pokok
persoalan, analisis yuridis, fakta atau hal yang benar terbukti dalam
persidangan seperti bukti dan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama
lain yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hukum, penerapan
ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus, pertimbangan
hukum harus dimuat secara objektif dan sistematis, saling mengisi dan

saling berhubungan, pada setiap pertimbangan hukum harus

% |bid. HIm 350-352.
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memberikan alasan secukupnya, semua bagaian tuntutanya atau
petitumnya harus dipertimbangkan satu persatu sehingga dapat ditarik
kesimpulan oleh Hakim atas apa yang tercantum dalam petitum,
kemudian pertimbangan hukum harus memuat dasar dan alasan dari
sebuah putusan tersebut, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis pada
pokok perkara dan mewajibkan kepada hakim karena jabatanya
melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak.
e. Tentang amar putusan, pada bagian amar putusan hendaknya mencakup
hal-hal seperti putusan atau penetapan harus dimuat dengan jelas, apakah
seluruh petitum sebuah gugatan dikabulkan atau ditolak dan apakah
ditolak sebagian atau ditolak sercara keseluruhan, dalam amar putusan
terhadap perkara gugatan perceraian hendaknya dicantumkan pula masa
iddahnya, dicantumkan dengan jelas pihak mana yang seharunya
mendapat hukuman membayar biaya perkara (kecuali perkara prodeo),
kemudian dalam amar putusan hendaknya dicantumkan berapa jumlah
biaya perkara. Para hakim dalam menyusun putusan harus
memperhatikan hal-hal berikut:*®
1. Putusan harus bersifat tegas dan lugas

2. Tidak samar-samar, terperinci dan jelas maksudnya.

% Abdul Manan “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”
(Jakarta: Prenada Media Group Cet Ke-3, 2005) HIm 296.
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3. Memperhatikan sifat dari putusan yang dijatuhkan, apakah konstituf,
declaratoir, atau condemnatoir. Hal ini penting karena menyangkut
soal eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan.

4. Ditulis secara ringkas, padat, dan terang maksudnya. Pada amar
putusan tidak perlu lagi ada interprestasi atau penafsiran.

f. Bagian Penutup. Pada bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut
diputuskan (hari, tanggal, bulan, dan tahun baik tahun Masehi maupun
tahun Hijriah, kemudian dicantumkan pula Nama Hakim Ketua, Hakim
Anggota yang memeriksa perkara itu). Putusan harus ditandatangani
oleh Panitera Pengganti yang mengikuti sidang tersebut. %

Macam-macam putusan Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi
diantaranya adalah sebagai berikut:*
a. Dilihat dari segi sifatnya:

1. Putusan declaratoir, adalah putusan yang sifatnya menerangkan
suatu keadaan, dimana keadaan tesebut sah menurut hukum.
Putusan declaratoir bersifat menetapkan keadaan hukum saja,
tidak bersifat mengadili, karena tidak terdapat sengketa. Dalam
putusan ini menyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang ada
karena adanya permohonan atas prestasi tertentu, misalnya tentang

pengangkatan anak, ataupun pengesahan suatu benda.

37 1bid. HIm. 296-297.

38 Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama”. (jakarta :
Yayasan Al-Hikmah, Cet Ke-1, 2000). 177-183
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2. Putusan constitutif , adalah putusan yang sifanya menghentikan
atau menimbulkan hukum baru.

3. Putusan Condemnatoir, adalah sebuah putusan yang sifatnya
menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang
ditetapkan hakim.

Dilihat dari segi isinya :

1. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),
adalah suatu putusan terhadap gugatan yang diajukan tidak
dapat diterima oleh hakim karena ada suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum.

2. Gugatan dikabulkan adalah suatu gugatan yang diajukan ke
Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka
gugatannya dapat dikabulkan secara keseluruhan. Jika hanya
sebagian saja dalil gugatannya yang dapat dibuktikan
kebenarannya maka gugatan hanya dikabullan sebagian saja.

3. Gugatan ditolak, adalah suatu gugatan yang diajukan ke
Pengadilan oleh penggugat dan pada saat persidangan
kebenaran dalil gugatannya tidak dapat dibuktikan maka
gugatannya ditolak. Penolakan dapat terjadi secara keseluruhan
atau hanya sebagian saja.

4. Gugatan didamaikan adalah sebuah gugatan yang berhasil
didamaikan karena adanya upaya perdamaian pada saat sidang

pertama dilaksanakan sebelum pokok perkaranya diselesaikan,
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kecuali pada perkara perceraian yang upaya perdamaiannya
dilakukan pada setiap persidangan.

5. Gugatan di batalkan, gugatan dapat dibatalkan apabila dalam
sidang di Pengadilan Penggugat pernah hadir namun pada saat
sidang berikutnya Penggugat tidak hadir maka panitera wajib
memberitahukan kepada Penggugat agar hadir dalam
persidangan dan membayar perkara tambahan sesuai dengan
yang ditetapkan, akan tetapi jika dalam tempo satu bulan sejak
pemberitahuan itu Penggugat tidak hadir maka gugatan
dibatalkan.

6. Gugatan dihentikan adalah gugatan yang dihentikan karena
adanya perselisihan wewenang mengadili antara Pengadilan
Agama dan Pengadilan Negeri. Kemudian baik Pengadilan
Agama maupun Pengadilan Negeri mengirim Ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Pengadilan mana
yang berhak mengadili.

c. Dilihat dari segi jenisnya
1. Putusan sela merupakan putusan yang belum putusan akhir,
putusan ini tidak mengikat hakim. menurut pasal 48 dan pasal
332 Rv putusan sela terdiri dari :
a. Putusan Prepatoir, merupakan putusan sela guna
mempersiapkan putusan akhir, yang tidak memiliki

pengaruh atas pokok perkara dan putusan akhir.
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b. Putusan Interluctoir, merupakan putusan yang isinya
memerintahkan pembuktian yang dapat mempengaruhi
putusan akhir.

c. Putusan Isidentil merupakan putusan akibat adanya
perselisihan yang tidak begitu berpengaruh pada putusan
akhir.

2. Putusan Provisi adalah sebuah putusan karena adanya jawaban
atas tuntutan provisil, yaitu permintaan para pihak agar sementara
diadakan tindakan yang didahulukan.

3. Putusan akhir, merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai
pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili, yang
kemudian putusan diucapkan dalam persidangan yang bertujuan

untuk mengakhiri perkara, atau sengketa para pihak.

Putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga harus
memiliki dasar hukum atau suatu pasal tertentu yang bersumber dari Undang-
Undang atau sumber hukum yang dijadikan untuk mengadili. Setiap putusan
Pengadilan wajib ditandatangani oleh Majelis Hakim yang mengadili suatu
perkara dan juga disertai dengan tanda tangan Panitera yang ikut dalam

persidangan tersebut.
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Putusan pengadilan tentu saja memiliki kekuatan. Kekuatan putusan

pengadilan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:3

1. Kekuatan Mengikat, dimana putusan tersebut mengikat kepada kedua pihak
(Penggugat dan Tergugat) yang berpekara, dalam rangka untuk
merealisasikan suatu hak secara paksa, hal ini memerlukan suatu putusan
pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan suatu hak.

2. Kekuatan pembuktian, merupakan putusan hakim berupa akta otentik, yang
bertujuan agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti para pihak, dan tidak
menutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum,
seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta sebagai dasar
eksekusi.

3. Kekuatan Eksekutorial, putusan hakim adalah ketetapan yang tegas atas
suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut agar dapat
direalisasikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan
suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3 Ahmad Mujahidin “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syari’ah di Indonesia”. (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cet Ke-
1,2008) HIm. 348
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelituian ini adalah penelitian literer atau
penelitian terhadap suatu dokumen sebagai objek penelitian yang sedang
dilakukan pada jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan cara meneliti sumber-
sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen penting yang
berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi
sumber objek penelitian adalah putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan
Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang telah diputus secara oleh Pengadilan

Agama dijadikan sebagai sumber data primer.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskirptif analisis, yang mana pengertian metode
menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan
atau memberi sebuah gambaran suatu objek yang bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian analitik deskriptif adalah
penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

berdasarkan data-data.°
3. Pendekatan Penelitian

Peneliatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebuah penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dalam penelitiannya

dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

40 Gamal Thabroni “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam”.
https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/. 11 Februari 2021.



https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/

31

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.** Dalam
penelitian ini akan dilakukan pendekatan dengan melakukan penelaahan
terhadap dokumen  berupa putusan Pengadilan Agama  Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn dan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, sebagai objek
penelitian.

Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) putusan
Pengadilan Agama Sleman, yang diputus pada tahun 2020 yaitu putusan
Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan Putusan Nomor
378/Pdt.G/2020/PA.Smn, kedua putusan tersebut merupakan putusan atas
perkara cerai gugat yang amarnya menyatakan bahwa gugatannya tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sebuah dokumen,
publikasi atau sesuatu yang bukan resmi berkaitan tentang hukum didapatkan
dengan cara membaca dan mengutip sumber dari buku-buku hukum, skripsi,
jurnal, teks, kamus, undang-undang, dokumen dan komentar atas putusan

pengadilan.

41 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudja, “Penelitian Hukum Normatif ( suatu tinjauan
singkat)”. (Jakarta:Rajawali Pers, 2001) HIm 13-14)
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5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode yang digunaka dalam penelitian ini adalah teknik
pengumpulan data dari sebuah dokumentasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen
dan catatan-catatan untuk memperoleh sebuah informasi yang tertulis
seperti berkas-berkas , dokumen, hasil penelitian terdahulu, foto dan lain-
lain.dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan putusan Nomor
823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan data-data

perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

6. Analisis Data
Analisis data ialah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan
data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah
didapatkan sebelumnya.*’ Setelah memperolen data dari hasil teknik
pengumpulan data berupa dokumentasi kemudian penyusunan penelitian ini
disusun secara kualitatif, dengan analisis deskriptif bahwa peneliti dalam

menganalisis berkeinginan untuk menberikan gambaran atau pemaparan atas

42 Muhaimin , Metode Penelitian Hukum, ( Mataram : Mataram University Press, Cet Ke-
1,2020) Hal.102
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subyek atau obyek yang diteliti dan kemudian dilakukan penarikan
kesimpulan®,
H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan tujuan
agar menjadi lebih tearah, dalam penelitian ini akan terbagi 5 (lima) bab, yang
mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut adalah
gambaran bab-bab tersebut.

Bab pertama, ini peneliti membahas tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini kana dipaparkan tentang putusan Niet

Ontvankelijk Verklaard menurut Perundang-Undangan.

Bab ketiga, Pada bab ini peneliti akan membahas, putusan Niet

Ontvankelijk Verklaard di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020.

Bab keempat, Pada bab ini menjelaskan tentang gugatan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena alamat berbeda dan alamat tidak

diketahui menurut hukum acara perdata.

Bab kelima, Bab ini adalah  sebagai penutup yang akan
menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalaham serta saran-

saran dari penelitian.
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BAB V

PENUTUP
A. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam
pembahasan skrispsi yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat
Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan
Agama Sleman Pada Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1) Pada perkara Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn, gugatan kabur disebabkan
karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak sinkron antara dibagian
identitas Tergugat dan pada dalil gugatannya. Pada bagian identitas
Tergugat, disebutkan bahwa. Pada gugatan Nomor
823/Pdt.G/2020/PA.Smn, menyatakan bahwa alamat tempat tinggal
Tergugat pada bagian identitas Tergugat beralamat di Dusun Karangploso
RT 003 RW 060, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, akan tetapi pada positanya menerangkan bahwa Tergugat sudah
sejak 2015 sudah pergi dan tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana dalam
surat gugatan, Selain itu pada petitum gugatan yang diminta tidak sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku. Adanya ketidaksinronan pada
alamat tinggal Tergugat dan positanya yang kemudian dijadikan alasan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor
823/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan gugatannya dinyatakan dalam putusan

dengan amar tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
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2) Pada perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn, disebabkan karena

Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya dan
gugatannya termasuk gugatan ghoib sehingga relaas panggilan dikirimkan
pada alamat yang salah. Seharusnya agar tidak terjadi kesalahan pada relaas
panggilannya, = pemanggilan  pihak  Tergugat pada  perkara
378/Pdt.G/2020/PA.Smn dilaksanakan berdasarkan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada perkara 378/Pdt.G/2020/PA.Smn,
seharusnya Hakim tidak memutsus perkara dengan amar tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), Hakim dapat melakukan
pemeriksaan perkara secara ghaib. Pemanggilan pihak Tergugat pada
perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Smn dilakukan sesuai dengan tatacara
pemanggilan pihak ghaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Pemanggilan pihak Tergugat yang ghoib bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak Penggugat.
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B. SARAN

1. Saran Akadamik

Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti mengenai tentang gugatan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) hendaknya sedikit
banyak, mengetahui tentang dasar-dasar gugatan di Pengadilan, dan
memahami tentang hukum acara perdata. Kemudian apabila ingin meneliti
tema yang sama hendaknya terlebih dahulu memastikan data yang akan
diteliti di pengadilan yang bersangkutan. Kemudian memahami perbedaan

antara gugatan tidak dapat diterima dan di tolak.

Bagi kebutuhan penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya
meneliti dari segi putusannya saja, peneliti selanjutnya dapat melakukan
penelitian terhadap apa yang berkaitan dengan subyeknya seperti meneliti
para hakim yang menjatuhkan putusan, kuasa hukum perkara yang diteliti,

serta para pihak yang ada dalam gugatan.

2. Saran Praktis
Dalam mengajukan sebuah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama,
hendaknya Penggugat memahami hukum formil dan hukum materil dalam
membuat sebuah gugatan, sehingga gugatan yang diajukan dapat diterima
dan dikabulkan oleh Pengadilan. Memahami hukum formil dan hukum
materil merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membuat sebuah
gugatan dan memiliki pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan

Majelis Hakim nantinya. Kemudian dalam pengajuan sebuah gugatan
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Penggugat sebaiknya mengetahui syarat-syarat formil dalam mengajukan
gugatannya sehingga tidak terjadi cacat formil pada gugatan, yang
kemudian menyebabkan gugatannya tidak dapat terima (Niet Ontvankejik

Verklaard).
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